
;    BUPATI BOMBANA,

a.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten  Bombana  Nomor  3  Tahun  2016 tentang
Pemberitukan dan Susunan Perangkat  Daerah Kabupaten
Bombana, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas :untuk melaksanakan sebagian teknis  operasional
dan/atau kegiatan teknis  penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;

b.bahwa | berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati   tentang
Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi: serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bombana;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka ;Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2003   Nomor    144,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor  130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara: (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor \ 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah: (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang I
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor |
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i
5679);y.^
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IBAB I
;KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3.Bupati:adalah Bupati Bombana;
4.Sekretaris  Daerah adalah Sekretaris  Daerah Kabupaten

Bombana;
5.Dinas | adalah  Dinas   Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bombana;
6.Kepala • Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana;
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah: unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan

kegiatan  teknis  operasional  dan/atau kegiatan  teknis
penunjang tertentu;

8.Kepala; Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  yang  selanjutnya
disingkat  Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bombaha;

9.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisii
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangj

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5.Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah

Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
8.Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA.

Menetapkan



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1)Unit   Pelaksana  Teknis  Dinas   (UPTD)  pada  Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah
Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD) Pusat  Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2)UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis
opera^ional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud
pada! ayat  (1)  dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berkedudukan dibawah dan pertanggungjawaban k
Kepala Dinas.

(4)UPTD, merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

[Bagian Kedua
,Klasifikasi

Pasal 3

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi.

(2)Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),
sebagai berikut:
a.Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewadahi

beban kerja yang besar; dan
b.Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewadahi

beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
!     PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
i
!Bagian Kesatu
;Pembentukan

IPasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata
Kerja ;Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  pada  Dinas
Pemberdayaan   Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten Bombana.

(2)Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan ini.



Pasal 7

(1)  Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
a.Melaksanakan  urusan  administrasi   kepegawaian,

perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
b.Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c.Mengumpulkan dan mengolah data  laporan hasj]

kegiatan UPTD;^^

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1)Susunan  Organisasi  UPTD Pusat   Pelayanan Terpadu
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  pada  Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A
terdiri atas :
a.Kepala UPTD;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(3)Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6
(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merhimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan

dan mengpengkoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu di lingkup UPTD.

(2)Kegjatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD
sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat  (1)  adalah
tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat  (1),   Kepala  UPTD Pusat   Pelayanan  Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan
fungsi :
a.Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan

tugas;
b.Pelaksanaan dan pengelolaan, pengendalian administrasi

umum;
c.Pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan UPTD;
d.Pelaksanaan monitoring kegiatan UPTD;
e.Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung  kegiatan

pelaksanaan tugas organisasi induknya.



d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugasnya.

(2) Sub| Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), idipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

IPasal 8

Dalam irielaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) diatas Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a.Perurhusan  dan  Perencanaan  Program, kegiatan  dan

anggaran UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perenipuan dan Anak.

b.Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang
meliputi admnistrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan
keuangan;

c.Penerima  laporan  pengaduan  tentang  permasalahan

perempuan dan anak;
d.Pemberian   layanan   informasi,    konsultasi   tentang

permasalahan perempuan dan anak;

e.Penjahgkauan, identifikasi dan kebutuhan perempuan dan
anak yang mengalami permasalahan;

f.Pemberian layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan
roharii, pendampingan bantuan hukum, pemulangan dan
reintegrasi sosial;

g.Pemberdayaan dibidang usaha ekonomi produktif  bagi
perempuan atau perempuan korban kekerasan untuk dapat
memenuhi kebutuhannya;

h. Pemberian mediasi atas perkara yang dihadapi perempuan
dan anak;

i.  Pemberian bantuan terhadap perempuan dan anak yang

mengalami kekerasan untuk memperoleh restitusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.   Pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak yang
mengalami permasalahan dirumah aman bila diperlukan;

k. Pencatatan dan pendataan tentang masalah perempuan dan

anak; I
1.  Pemberdayaan perempuan dibidang ketenagakerjaan, politik

dan : pengambilan  keputusan  kesehatan,  lingkungan,

pendidikan dan hukum;
m. Perumusan  kerjasama  dengan  lembaga  lain  untuk

memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang
mengalami permasalahan;

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan UPTD; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

|Pasal 12
(1)Kepahgkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat  dan
diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah.

(3)Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi
persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon

IV/a| atau jabatan pengawas.
(4)Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan

jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai

dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV/b atau jabatan

pengawas.
(5)Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat  dan

diberhentikan oleh Sekretaris  Daerah atas  pelimpahan/
wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPT Dinas

melalui Kepala Dinas induknya.

!BAB VI
WILAYAH KERJA

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak dengan wilayah kerja
meliputi jseluruh kecamatan se Kabupaten Bombana.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

;Pasal 9
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai
dengan ; keahlian dan keterampilan masing-masing yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IPasal 10
(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah aparatur

sipil riegara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan
dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati  dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab keada Kepala UPTD.

(3)Jumlah  Jabatan  Fungsional  ditentukan  berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4)Jenis: dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017
NOMOR!

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, I^ ftovyw^^. 2017

H. TA

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanal^Vo^^i^ff 2017

BUPA

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
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KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG
TATA USAHA

KEPALA UPTD

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR  :^b  I    TAHUN2017
TANGGAL :  1ST   tWHIW2017
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

SUSUNAN: ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PADA DINAS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOMBANA
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

2017
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pada tanggal,)

Ditetapkan di Rumbia
^ 2017

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar   setiap    orang   mengetahuinya,   memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.
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